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UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021,
pemerintah berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan hunian yang
layak bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR).

Sebagai tindak lanjut dari kewajiban tersebut, telah ditetapkan
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) vang
berlandaskan pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan
Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, yang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) melalui
bantuan stimulan dan swadaya masyarakat. Direktorat Jenderal Tata
Kelola dan Pengendalian Risiko (selanjutnya disebut Ditjen TKPR)
melaksanakan tugas pendampingan pada setiap tahapan penyelenggaraan
Program BSPS.

Bahwa dalam pelaksanaan Program BSPS, terdapat dinamika dan
tantangan yang menimbulkan berbagai potensi risiko, antara lain risiko
administratif, risiko teknis, risiko sosial, serta risiko integritas, yang apabila
tidak dikelola secara tepat dapat menghambat pencapaian tujuan program,
menurunkan efektivitas dan efisiensi, serta berpotensi menimbulkan
kerugian negara.

Bahwa berdasarkan hasil identifikasi, risiko tersebut muncul dalam
setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari perencanaan, pengusulan,
verifikasi, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu,
diperlukan langkah pengendalian risiko melalui pendampingan yang
sistematis, terukur, dan berbasis risiko.

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud
di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran Direktur
Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis
Pendampingan Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan
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Swadaya Berbasis Risiko, sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di
lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

DASAR PEMBENTUKAN

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6624);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1080);

Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);

Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
242);

Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10
Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan
dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 523).

Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.



MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh

unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian
Risiko dalam melaksanakan pendampingan Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (selanjutnya disebut BSPS) secara terintegrasi dengan
pendekatan manajemen risiko, guna memastikan setiap tahapan program
berjalan terkendali, transparan, dan akuntabel.

L,

Tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk:

Meningkatkan Efisiensi Pelaksanaan dengan memastikan setiap
tahapan perencanaan, pengusulan, verifikasi, pelaksanaan, hingga
pendampingan BSPS dilakukan tepat waktu, tepat prosedur, dan
hemat sumber daya.

Meningkatkan Efektivitas Program dengan menjamin ketepatan
sasaran penerima bantuan sesuai kriteria Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Memperkuat Sistem Pengendalian Internal melalui identifikasi,
analisis, dan mitigasi risiko di setiap level pelaksanaan, sehingga
potensi penyimpangan, kecurangan, maupun inefisiensi dapat dicegah
sejak dini.

Mendorong Koordinasi dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan baik
di tingkat pusat dan balai, untuk menjamin konsistensi implementasi.
Membangun Budaya Integritas dan Akuntabilitas di kalangan
pelaksana program, fasilitator lapangan, serta pihak terkait lainnya
melalui penerapan strategi pendampingan yang berbasis risiko dan
berorientasi pada hasil.

Meningkatkan kapasitas individu pelaku BSPS dalam menerapkan
pendekatan manajemen risiko sebagai budaya kerja, bukan sekadar
kewajiban administratif.

Mengoptimalkan peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Koordinator
Kabupaten (Korkab)/Koordinator Kota (Korkot) dan tenaga ahli sebagai
pengendali teknis lapangan dengan mengedepankan prinsip efisiensi
waktu, dan keterlibatan aktif masyarakat penerima bantuan.
Mengembangkan sistem pelaporan cepat yang memungkinkan
identifikasi risiko secara dini melalui sistem informasi, laporan TFL,
dan uji petik lapangan.

Menjamin efektivitas mekanisme penanganan pengaduan dan tindak
lanjut hasil pendampingan, agar setiap temuan risiko dapat
diselesaikan dengan cepat, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Hasil pelaksanaan pendampingan Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) berbasis risiko memberikan sejumlah manfaat strategis,
baik dari aspek tata kelola, kebijakan, maupun operasional program,
sebagai berikut:

1.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program

a. Mengidentifikasi secara dini potensi risiko yang dapat
menghambat capaian program dan memberikan opsi mitigasi
vang dapat lanngsung diterapkan.

b. Mendorong penggunaan sumber daya (anggaran, waktu, dan
personel) secara optimal dan terukur melalui rekomendasai
perbaikan yang aplikatif.

c. Memastikan pelaksanaan program sesuai ketentuan, target, dan
jadwal yang telah ditetapkan dengan dukungan mekanisme
kontrol yang responsif.

Memperkuat akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program
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a. Menyediakan data dan informasi faktual hasil verifikasi lapangan
sebagai dasar evaluasi kinerja yang obyektif.

b. Memastikan setiap tahapan pelaksanaan program dapat
dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif
melalui dokumentasi yang sistematis.

c. Menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan
program pemerintah melalui penyajian laporan yang terbuka,
dan dapat diverifikasi, dan beroirentasi solusi.

3. Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan kebijakan
berbasis bukti (evidence-based policy)

a. Menghasilkan rekomendasi yang bersifat praktis dan kebijakan
yang responsif terhadap kondisi lapangan, termsuk alternatif
Solusi untuk mempercepat capaian program.

b. Menyediakan dasar bagi penyempurnaan mekanisme
pelaksanaan dan pengendalian program di masa mendatang di
masa mendatang melalui analisis risiko yang terstruktur.

c. Memperkuat peran pengawasan internal dalam proses
perumusan kebijakan di bidang perumahan swadaya, sekaligus
menyediakan rambu-rambu mitigatif yang dapat segera

diimplementasikan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku program
a. Menjadi sarana pembelajaran bagi tenaga fasilitator lapangan

(TFL), koordinator kabupaten/kota (Korkab/kot), dan tenaga
ahli dalam menerapkan pendekatan berbasis risiko.

b.  Mendorong penerapan prinsip manajemen risiko dalam setiap
tahapan pelaksanaan sebagai standar kerja.
i Membangun budaya kerja yang berorientasi pada pencegahan

dan perbaikan berkelanjutan melalui umpan balik langsung
atas temuan lapangan.
5. Mendukung terbangunnya sistem pengawasan dan pengendalian yang
berkelanjutan

a. Menghasilkan profil risiko Program BSPS secara nasional sebagai
dasar prioritas pengendalian dan perbaikan pada tahun
berikutnya.

b. Mendorong pelaksanaan pengawasan yang bersifat preventif,
adaptif, dan berbasis data terkini terhadap dinamika lapangan.

¢c. Mengintegrasikan hasil pendampingan ke dalam sistem
monitoring dan evaluasi untuk peningkatan kualitas
pelaksanaan secara konsisten.

6. Memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas tata kelola
pemerintahan

a. Meningkatkan sinergi antara fungsi pembinaan, pengawasan,
dan evaluasi internal sehingga alur pengendalian program
menjadi lebih solid dan terkoordinasi.

b. Menjadikan pendampingan bukan sekadar alat kontrol, tetapi
juga instrumen pembinaan, penyelesaian masalah dan
penguatan sistem secara menyeluruh.

c. Mendukung terciptanya tata kelola program perumahan yang
efektif, efisien, berintegritas, serta adaptif terhadap risiko dan
perubahan kondisi lapangan.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pendampingan Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya Berbasis Manajemen Risiko dalam Surat Edaran ini meliputi:

1. Pelaksanaan pendampingan berdasarkan tahapan BSPS,;
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Format instrumen pendampingan, meliputi kuisioner pendampingan,
format penilaian kualitas rumah, dan berita acara;

Matriks identifikasi risiko dan strategi mitigasi yang terkait dengan
setiap tahapan pelaksanaan BSPS.

Pelaporan

Pemantauan

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN BERDASARKAN TAHAPAN BSPS

L.

Pendampingan dilaksanakan secara berurutan sesuai tahapan BSPS,
tahapan BSPS pada pelaksanaan yang didampingi mulai dari verifikasi
calon penerima bantuan hingga laporan penggunaan dana. Setiap
pendamping wajib mematuhi ketentuan teknis, standar operasional
prosedur, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip
akuntabilitas, ketertelusuran, dan kesesuaian dengan SE Dirjen TKPR
No.4 Tahun 2025.

Petunjuk Pelaksanaan diatur lebih detil dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

MATRIKS IDENTIFIKASI RISIKO DAN STRATEGI MITIGASI YANG TERKAIT
DENGAN SETIAP TAHAPAN PELAKSANAAN BSPS

1.

Pendamping wajib menggunakan matriks identifikasi risiko yang
disusun berdasarkan tahapan BSPS untuk menilai potensi deviasi
terhadap target program. Strategi mitigasi harus diterapkan secara
proporsional terhadap tingkat risiko guna menjaga kelancaran
pelaksanaan serta mencegah terjadinya kerugian negara dan
kegagalan output.

Matriks Identifikasi Risiko dan Strategi Mitigasi Yang Terkait Dengan
Setiap Tahapan Pelaksanaan BSPS diatur lebih detil dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

FORMAT INSTRUMEN PENDAMPINGAN

1. Instrumen pendampingan wajib menggunakan format baku
sebagaimana ditetapkan oleh Ditjen TKPR. Seluruh formulir, daftar
periksa, dan dokumen pendukung harus diisi secara lengkap, benar,
dan konsisten guna menjamin keseragaman pelaksanaan di seluruh
lokasi program.

2. Format Instrumen diatur lebih lebih detil dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

PELAPORAN

Pelaporan dan tindak lanjut hasil pendampingan meliputi:

1. Hasil pendampingan wajib dilaporkan secara berkala kepada Direktur
Jenderal TKPR melalui mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan.

2. Laporan pendampingan harus memuat temuan, analisis,
rekomendasi, dan rencana tindak lanjut yang jelas serta jadwal
pelaksanaannya.

3. Temuan pelanggaran administratif yvang berindikasi tindak pidana
wajib segera dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti
sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

PEMANTAUAN

1. Setiap satuan kerja berkewajiban menjaga akuntabilitas dan

ketertiban administrasi pelaksanaan Program BSPS. Kewajiban
tersebut mencakup pemenuhan seluruh prosedur pemantauan dan
pelaporan secara benar, lengkap, serta sesuai kerangka regulasi yang
berlaku.
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2. Pemantauan dan pelaporan progres kegiatan wajib dilaksanakan
melalui Sistem Informasi Pemantauan yang berada di bawah
pengelolaan Ditjen TKPR. Seluruh tahapan—meliputi verifikasi calon
penerima bantuan, progres fisik pekerjaan, serta laporan penggunaan
dana—harus diunggah secara berkala dan sesuai standar ketentuan.

3. Seluruh data yang tercatat dalam sistem menjadi dasar resmi bagi
evaluasi kinerja program, penyusunan rekomendasi kebijakan, dan
pengambilan keputusan strategis. Data tersebut juga melekat sebagai
bagian dari mekanisme pengawasan internal Kementerian.

J.  PENUTUP

1. Kertas kerja dan format laporan yang diperlukan dalam pelaksanaan
pendampingan program BSPS oleh Ditjen TKPR, tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran
ini.

2. Direktur Jenderal TKPR berwenang melakukan perubahan atau
penyesuaian terhadap Surat Edaran ini sesuai perkembangan
peraturan perundang-undangan dan kondisi pelaksanaan.

3. Monitoring terhadap implementasi Surat Edaran ini akan dilakukan
secara berkala, paling sedikit dua kali dalam satu tahun, oleh
Direktorat Jenderal TKPR.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas
perhatian saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA
DAN PENGENDALIAN RISIKO,

KEMENTERIAN

REPUBLIK INDONESIHA

Brigjen Pol. Dr. AZIS ANDRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
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LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TATA
KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

NOMOR 09/SE/DT/2025

PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN PROGRAM
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
BERBASIS RISIKO

BAB I
KETENTUAN UMUM

DEFINISI

s

10.

1L

Bantuan pembangunan rumah swadaya adalah program bantuan dan
layanan rumah swadaya bagi masyarakat untuk menggerakkan dan
meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni dan
lingkungannya.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat
BSPS adalah dukungan dana pemerintah bagi Masyarakat
berpenghasilan rendah  untuk  peningkatan  kualitas dan
Pembangunan baru rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan.
Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat
tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat
dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan
upaya masyarakat.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga
perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi empat indikator
meliputi ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses
air minum layak, dan akses sanitasi layak.

Daftar Rencana Penggunaan Bantuan selanjutnya disingkat DRPB
Adalah daftar rincian penggunaan dana bantuan untuk pembelian
bahan bangunan dan pembayaran upah kerja.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas
di bidang perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan
delineasi lokasi dan/atau kewenangannya.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
selanjutnya disingkat BP3KP adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yang melaksanakan tugas
teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan
permukiman.

Satuan Kerja selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman vang
melaksanakan kegiatan serta memiliki kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan anggaran.

Tim Pendamping adalah tim yang terdiri atas tenaga profesional teknis
dan pemberdayaan yang menjadi penggerak dan pendamping
penerima bantuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
kegiatan bantuan pembangunan rumah swadaya.
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Koordinator Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Korkab atau
Korkot adalah Koordinator fasilitator di tingkat Kabupaten/Kota yang
merupakan tenaga profesional lokal yang bertugas membina dan
mengkoordinir pendampingan sejumlah Tenaga Fasilitator Lapangan
serta mengendalikan kegiatan bantuan pembangunan rumah swadaya
di tingkat kabupaten/kota.

Tenaga Fasilitator Lapangan selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga
pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping
penerima  bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan
pembangunan rumah swadaya.

Penerima Bantuan adalah perseorangan yang merupakan MBR dan
memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi untuk ditetapkan
oleh PPK.

Kelompok Penerima Bantuan selanjutnya disingkat KPB Adalah
kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan penerima
bantuan pembangunan rumah swadaya.

KETENTUAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendampingan terhadap program
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dilakukan tahapan-
tahapan yang bersifat sistematis dan terukur guna memastikan efektivitas,
efisiensi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan. Tahapan pelaksanaan pendampingan Program BSPS dimaksud
meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan reviu hasil pendampingan,
dengan uraian sebagai berikut:

A.

Tahap Persiapan
Tahap persiapan merupakan langkah awal yang bertujuan untuk
memastikan bahwa pelaksanaan pendampingan berjalan secara
terarah, berbasis data, dan sesuai dengan prioritas wilayah
pelaksanaan program.
1. Penentuan Lokasi
Penentuan lokasi pendampingan dilakukan pada Lokasi BSPS yang
telah ditetapkandengan mempertimbangkan:
a. Surat perintah pimpinan yang memuatl arahan pelaksanaan
kegiatan;
b. Informasi mengenai keterlambatan progres atau pelaksanaan
program; dan
c. Hasil pemantauan terhadap progres pelaksanaan dengan
tingkat capaian yang rendah atau tertinggi.
Lokasi pendampingan ditetapkan pada tingkat desa dan
kabupaten/kota yang dianggap memerlukan pengawasan dan
asistensi lebih lanjut.
2. Penentuan Jumlah Sampel
Metode sampling dapat menggunakan purposive sampling
digunakan untuk memilih sampel berdasarkan tingkat risiko atau
karakteristik tertentu yang dianggap paling relevan dengan tujuan
pendampingan, atau proportional stratified sampling diterapkan
dengan membagi populasi ke dalam strata dan menetapkan jumlah
sampel secara proporsional berdasarkan jumlah penerima bantuan
di masing-masing strata; kcdua metode tersebut kemudian
diterapkan pada level kabupaten hingga desa berdasarkan satu
atau beberapa kriteria yang ditctapkan, dengan ketentuan bahwa
dalam setiap desa minimal ditetapkan 2 (dua) penerima bantuan
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sebagai unit sampel, atau jumlah sampel diperhitungkan
berdasarkan kebutuhan.
Penentuan kriteria adalah sebagai berikut:

Kabupaten/kota Desa

Capaian progres (progres Progres fisik rumah

terendah) (progres terendah)

Jumlah alokasi penerima Jumlah penerima bantuan

bantuan O

Temuan/Persoalan Akscs Lokasi -

Representasi geografis (sebaran Kerawanan Tcknis (rawan

wilayah, variasi wilayah) bencana, kondisi topografi)

Adanya program sejenis Aspek teknis (terdapat
beragam tipologi rumah -
rumah tembok, rumah
setenagh tembok, rumah
kayu tapak, dan rumah
kayu panggung)

Pengecckan Tahapan dan Progres Pelaksanaan

Pada tahap ini dilakukan verifikasi terhadap posisi tahapan
pelaksanaan program BSPS di lokasi sasaran melalui sistem
informasi dan/atau laporan yang diterima dari unit organisasi
terkait. Selain pengecekan progres melalui kualitas bangunan
melalui format Rapid Assessment (RA) dan Quality Assurance
Quality Control (QAQC). Analisis dilakukan untuk melihat deviasi
progres dan kualitas berdasarkan waktu dan lokasi pelaksanaan,
guna menentukan fokus pendampingan lapangan.

Penyiapan Format Pendampingan

Tim pendampingan menyiapkan seluruh format kerja yang akan
digunakan pada saat pelaksanaan di lapangan, mencakup
dokumen-dokumen pendukung dari tahap perencanaan hingga
pelaksanaan terkini.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pendampingan mencakup kegiatan koordinasi,
pemeriksaan dokumen, serta uji sampling di lapangan sebagai bagian
dari proses verifikasi dan validasi pelaksanaan program.

1.

o8]

Koordinasi dengan Balai

Tim pendampingan melakukan koordinasi awal dengan Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan terkait maksud, tujuan, dan
ruang lingkup pendampingan. Pada tahap ini juga dilakukan
konfirmasi mengenai progres pelaksanaan BSPS, memastikan
ketersediaan dokumen, serta dokumen penyusunan rencana dan
pelaporan kegiatan lapangan.

Pengecekan Kelengkapan Dokumen

Pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan secara menyeluruh
terhadap seluruh tahapan pelaksanaan BSPS sesuai dengan
format dalam SE Dirjen TKPR Nomor 4 tahun 2025, dokumen yang
diperiksa meliputi dokumen yang tersedia di balai maupun di
lapangan (PB, TFL, Korkab/kot)

Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan tahapan kegiatan yang
sedang berlangsung pada saat pendampingan dilaksanakan.

. Uji Sampling Lapangan

Kegiatan uji sampling dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan
lokasi yang telah ditetapkan pada tahap persiapan. Dalam satu
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kelompok penerima bantuan (KPB), untuk memeriksa kualitas
bangunan/rumah dapat diambil dua sampel rumah penerima
bantuan (PB), dengan mempertimbangkan homogenitas atau
tipikalitas hasil bangunan.
Uji lapangan dilakukan dengan memeriksa antara lain:

a. Keberadaan dan keaktifan personil KPDB;

b. Kepemilikan dan kesesuaian dokumen KTP, KK, dan lahan

oleh penerima bantuan;

c. Kesesuaian bahan bangunan yang diterima dengan DRPB;

d. Proses pemilihan toko bahan bangunan;

e. Ketepatan waktu pengiriman hahan dari toko bangunan;

{. Dokumen Perencanaan teknis dan realisasi fisiknya;

g. RAB dan realisasinya;

h. Kesesuaian struktur, pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi
rumah;

i. Memeriksa hasil Rapid Assessment (RA) serta Quality
Assurance dan Quality Control (QAQC) sesuai dengan
ketentuan;

j. Kesiapan PB dalam menyelesaikan pekerjaan fisik secara
swadaya;

k. Pembayaran kepada toko bahan bangunan dan tenaga kerja
sesuai tahapan;

l. Kesesuaian kaidah konstruksi (pondasi, sloof, kolom, balok,
dan rangka atap), serta bagian penutup (atap, dinding, dan
lantai) sesuai SNI;

m. Kesesuaian tata ruang rumah dengan proposal dan gambar
rencana yang telah disetujui; serta

n. Memeriksa kesesuaian laporan penggunaan dana dengan
kondisi fisik.

Tahap Riviu Hasil Pendampingan

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan tindak lanjut terhadap hasil
pelaksanaan pendampingan dan memperkuat kapasitas para pelaku
BSPS.

Pertemuan Pembahasan Hasil dengan Balai
Setelah kegiatan lapangan selesai, tim pendampingan mengadakan
pertcmuan pembahasan hasil dengan pihak Balai. Dalam
pertemuan ini disusun berita acara hasil pendampingan yang
memuat:
a. Temuan positif (keberhasilan dan praktik baik);
b. Temuan negatil (ketidaksesuaian dan permasalahan
lapangan); serta
c. Rekomendasi perbaikan dan langkah tindak lanjut dengan
target waktu perbaikan.
Pembinaan kepada Pelaku BSPS
Sebagai bentuk keberlanjutan pendampingan, dilakukan
pembinaan terhadap para pelaku BSPS, antara lain Tenaga
Fasilitator Lapangan (TFL), Koordinator Kabupaten/kota
(Korkab/kot), Tenaga Ahli, dan staf pendukung. Pembinaan
difokuskan pada perbaikan pelaksanaan kegiatan, peningkatan
disiplin pelaporan, serta penguatan meckanisme pengendalian
mutu pelaksanaan BSPS sesuai jadwal dan target kinerja.

Hasil pendampingan yang dilakukan harus dapat:

:

Mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan dengan mckanisme dan
prosedur yang ditetapkan
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2. Menemukan penjelasan pclaksanaan sesuai atau belum dengan
mekanisme dan prosedur yang ditetapkan

3. Menjawab indikasi awal bahwa pelaksanaan kcgiatan mengarah
kepada tercapainya tujuan program.

Adapun hasil reviu dipergunakan untuk meclakukan penilaian atas

tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
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BAB I
INSTRUMEN PENDAMPINGAN DALAM PROGRAM BSPS

ap persiapan

Indikator Capaian Kinerja
Sistem Informasi

Rencana Induk (Master Schedule)
Status Cepat (Quick Status)
Hasil uji petik dan kunjungan lapangan

Website.

Tahap Pelaksanaan
Pengisian kertas kerja pendampingan program BSPS dilakukan
berdasarkan dokumen sebagai berikut:

Ruang Lingkup .
No Roviu/ Variahel Data/ Informasi yang Dibutuhkan
1 Dokumen 1. Penetapan Harga Survei Bahan
Persiapan Bangunan

pelaksanaan

a. Hasil Survei
b. Penetapan Harga Satuan
Kab/Kota

Data Seleksi CPB

a. Data CPB

b. Dokumen penetapan
Desa/Kelurahan berdasarkan hasil
verifikasi

c. Penctapan CPB berdasarkan hasil
verifikasi

. Penyiapan Masyarakat

a. Pengorganisasian CPB

1) Dokumen Pembentukan
Kelompok dan rembuk
kelompok

2) Dokumen kesepakatan Rencana
kerja dan kesepakatan sosial
3) BA identifikasi bertukang
b. Sosialisasi Penyuluhan
1) Dokumentasi sosialisai DBSPS
berjenjang
2) Dokumentasi penyuluhan
c. Identifikasi kebutuhan perbaikan
rumah
1) Dokumen Identifikasi
Keswadayaan
2) Dokumen Rencana  Teknis
Perbaikan dan RAB
3) Dokumen Rekapitulasi
kebutuhan bahan bangunan
d. Survey dan pemilihan
toko/penyedia bahan bangunan
1) Dokumen pelaksanaan
Pemilihan Terbuka Toko (PTT)
2) Dokumen Perbaikan RAB
berdasarkan hasil PTT
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No 11:::;:5 l{fl:rgilai::l Data/ Informasi yang Dibutuhkan
e. Penyusunan Proposal
1) Permohonan Calon Penerima
Bantuan
2) Slip Penghasilan /Surat
Pernyataan Penghasilan
3) Salinan Sertifikat hak atas
tanah
4) Surat pernyataan mengikuti
pragram
f. Pengusulan Proposal
1) Rencana teknis Perbaikan
2) RAB berdasarkan hasil PTT
g. Pengusulan Proposal
1) Surat Pemohonan Penetapan
Penerima Bantuan
h. Verifikasi dan Persetujuan Proposal
1) Dokumen  Persetujuan dan
penetapan penerima bantuan
2 Dokumen 1. Penctapan PB oleh PPK dan
Pelaksanaan Penyaluran Dana

a. Data PB sesuai dengan
1) Data instruksi verifikasi dari
Direktur Jenderal
2) DTSEN
b. Penetapan Penerima Bantuan
1) Keputusan PPK yang disahkan
KPA
2) Dokumen penyampaian
keputusan PPK tentang PB yang
disampaikan kepada bank/pos
penyalur dan PB
3) Kuitansi yang ditandatangani
PB disampaikan ke PPK
4) Lembar Persetujuan Kuitansi
c. Pencairan Dana Bantuan
1) SPM
2} SP2D
d. Penyaluran Dana Bantuan
1) Surat Perintah Penyaluran Dana
Penggunaan Dana
a. Penyusunan DRPB
1) Dokumen Daftar  Rencana
Penggunaan Dana (DRPB)
2) Dokumen persetujuan DRPB
3) Berita acara perubahan yang
disetujui PPE (jika ada
perubahan rencana teknis, RAB,
DRPB)
b. Kontrak KPB dengan Toko Penyedia
¢. Pembelian bahan bangunan

. Pekerjaan Fisik Rumah

a. Penunjukan Tukang/pekerja
1) Dokumen Penunjukkan Tukang
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Ruang Lingkup

Pelaporan

No Revin/ Varishel Data/ Informasi yang Dibutuhkan

b. Pekerjaan perbaikan/
pembangunan rumah
1) Dokumen  Pengisian  Kartu

Kendali Mandiri (K3M)

2) Laporan Progres Fisik

3) Laporan RA dan QAQC

c. Pertanggungjawaban Bantuan
1) Bukti pembayaran upah
2) Laporan Penggunaan dana

Tahap 1 dengan progress fisik
mencapai paling rendah 30%

3) Laporan Penggunaan dana
Tahap 2 dengan progress fisik
mencapai 100%

d. Pekerjaan yang Tidak Dapat
terselesaikan sampai dengan akhir
tahun anggaran
(atas instruksi verifikasi calon
penerima bantuan diterbitkan pada
Triwulan IV tahun anggaran
berjalan
1) SPTJM oleh PB

3 Dokumen 1. Laporan Penggunaan Dana
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BAB 111
SASARAN DAN OBYEK PENDAMPINGAN

Sasaran Pendampingan BSPS Berbasis Risiko oleh Ditjen TKPR
1. Unit Pelaksana BSPS

a. Satker, PPK, dan tim pendukung dan tim konsultan (tenaga
ahli, asisten, korkab/kot, dan TFL) yang bertanggung jawab
atas pelaksanaan program BSPS di pusat dan dacrah.

b. Tujuan: Meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam
penerapan tata kelola, pengendalian intcrnal, dan
manajemen risiko.

2. Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkup Kementerian

Perumaahn dan Kawasan Permukiman

a. Pejabat yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan pelaporan program.

b. Tujuan: Menanamkan budaya pengelolaan program berbasis
risiko dan akuntabilitas.

3. Stakeholder Terkait (Pendamping, dan TFL)

a. Pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung
terlibat dalam pelaksanaan BSPS.

b. Tujuan: Meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya tata
kelola dan pengendalian risiko.

Obyek Pendampingan BSPS olch Ditjen TKPR
1. Tata Kelola Program
a. Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan pelaksanaan
BSPS.
b. Transparansi dalam penctapan penerima bantuan,
pengelolaan dana, dan pelaporan.
¢c. Akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan
pertanggungjawaban anggaran.
2. Manajemen Risiko
a. Identifikasi risiko utama dalam pelaksanaan program
(misalnya keterlambatan, kualitas rendah, penyimpangan
dana).
b. Penilaian risiko (risk assessment) dan pengembangan
strategi mitigasi.
c. Pemantauan dan evaluasi efektivitas penanganan risiko.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
a. EBvaluasi desain dan implementasi pengendalian internal di
setiap tahapan (perencanaan-pelaksanaan-pelaporan).
b. Penyusunan dokumen pengendalian seperti peta risiko,
kontrol utama, dan mekanisme pelaporan.
¢. Pembinaan budaya sadar risiko dan akuntabilitas.
4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
a. Monitoring atas temuan hasil pemeriksaan dari BPK, BPKP,
atau Inspektorat terkait pelaksanaan BSPS.
b. Asistensi penyusunan bukti tindak lanjut dan pelaporan
kepada pengawas eksternal.
5. Penguatan Kapasitas SDM
a. Pelatihan, sosialisasi, dan asistensi teknis tentang:
1) SPIP;
2) Manajemen Risiko;
3) Penanganan konflik kepentingan; dan
4)  Pelaporan akuntabel dan transparan.
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BAB IV

ANALISA, SINTESIS DAN REKOMENDASI HASIL PENDAMPINGAN

Panduan Penyusunan Analisis

Analisis dilakukan untuk menilai kondisi aktual pclaksanaan
program berdasarkan data hasil observasi lapangan, dokumen,
wawancara, dan uji sampling. Tujuan utama analisis adalah untuk
menggambarkan secara faktual tingkat efektivitas, efisiensi,
kepatuhan, dan risiko peclaksanaan program.

Langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi Data dan Informasi

a. Mengumpulkan seluruh data kuantitatif dan kualitatif hasil
pendampingan, baik langsung maupun tidak langsung;

b. Memastikan data mencakup aspek teknis, administratif,
keuangan, dan social;

c. Menentukan sumber data  yang  valid, dapat
dipertanggungjawabkan, dan relevan dengan tujuan analisis.

2. ldentifikasi Masalah dan Risiko

a. Mecngidentifikasi permasalahan yang muncul di sctiap
tahapan pelaksanaan program (perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan);

b. Menganalisis penyebab utama (root cause) dari setiap
permasalahan yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap
capaian program;

c¢. Mengklasifikasikan risiko ke dalam kategori rendah, scdang,
atau tinggi berdasarkan tingkat dampak dan probabilitas
terjadinya.

3. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan

a. Mengukur kesesuaian antara rencana dan realisasi (target vs
capaian);

b. Menilai efektivitas dari segi hasil fisik, waktu, sasaran
penerima, dan manfaat program;

c. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya (biaya,
waktu, dan tenaga) terhadap hasil yang dicapai.

4. Analisis Kepatuhan terhadap Ketentuan

a. Menilai sejauh mana pelaksanaan program sesuai dengan
pedoman teknis, regulasi, dan standar operasional;

b. Mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian (non-conformity)
dan pcnyebab administratif maupun tcknisnya.

5. Penilaian Dampak dan Potensi Perbaikan

a. Menilai dampak hasil pelaksanaan terhadap penerima
manfaat dan masyarakat setempat;

b. Mengidentilikasi area yang memiliki potensi peningkatan
atau inovasi pelaksanaan program.

Panduan Penyusunan Sintesis

Sintesis merupakan tahap penggabungan dan pemadatan hasil
analisis agar diperoleh gambaran menyeluruh (holistik] tentang
kondisi pelaksanaan program. Sintesis bertujuan menyatukan
berbagai temuan menjadi satu kesimpulan yang obyektif dan mudah
dipahami oleh pengambil keputusan.

Langkah penyusunan sintesis adalah sebagai berikut:
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Konsolidasi Hasil Analisis Tiap Komponen

a. Menggabungkan hasil analisis dari berbagai pelaku
pendampingan (TFL, Korkab/kot, tenaga ahli, pengendali
teknis);

b. Menyatukan data lapangan, laporan administrasi, dan hasil
evaluasi dokumen menjadi satu pcta permasalahan terpadu.

Pengelompokan Berdasarkan Kategori Masalah

a. Sistemis, yaitu permasalahan yang mempengaruhi kebijakan
atau mekanisme pelaksanaan secara menyeluruh;

b. Klaster, yaitu permasalahan yang muncul di wilayah atau
kondisi tertentu;

c. Kasuistik, yaitu permasalahan spesifik yang bersifat lokal
dan dapat diselesaikan di lapangan.

Penentuan Prioritas Risiko dan Dampak

a. Menentukan isu-isu yang paling berpengaruh terhadap
kinerja program dan kepatuhan pelaksanaan;

b. Memberikan bobot prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan
besaran dampak terhadap sasaran program.

Penyusunan Narasi Sintesis

a. Merumuskan kesimpulan dalam bentuk ringkasan yang
menggambarkan kondisi umum pelaksanaan program,
permasalahan utama, dan area perbaikan;

b. Menggunakan bahasa yang lugas, analitis, dan bebas dari
penilaian subjektif.

Panduan Penyusunan Rekomendasi

Rekomendasi merupakan bagian akhir dari hasil pendampingan

yang berfungsi scbagai bahan tindak lanjut kebijakan, peningkatan
kapasitas, dan penyempurnaan tata kelola program. Rekomendasi
harus berbasis bukti, realistis, terukur, dan sesuai dengan tingkat
risiko yang dihadapi.

:

Langkah penyusunan rckomendasi adalah sebagai berikut:

Menyesuaikan Rekomendasi dengan Kategori Masalah

c. Sistemis — diarahkan pada perbaikan kebijakan,
penyempurnaan regulasi, dan peningkatan koordinasi lintas
unit.

d. Klaster —» diarahkan pada penguatan kelembagaan,
peningkatan kapasitas pelaku, dan dukungan teknis
wilayah.

e. Kasuistik — diarahkan pada penyelesaian langsung di
lapangan melalui pembinaan dan klarifikasi.

Merumuskan Rekomendasi Berdasarkan Prinsip SMART

a. Specific (spesiflik): fokus pada masalah yang jelas dan
terukur.

b. Measurable (terukur): dapat dinilai tingkat pencapaiannya.

c. Achievable (dapat dilaksanakan): realistis sesuai kondisi
lapangan.

d. Relevant (relevan): sesuai tujuan program dan fungsi
pengawasan.

e. Time-bound (berbatas waktu): memiliki batas waktu
pelaksanaan dan evaluasi tindak lanjut.

Menentukan Penanggung Jawab dan Mekanisme Tindak Lanjut

a. Menectapkan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
rekomendasi (Balai, Satker, TFL, Korkab/kot, atau pihak
terkait lainnya).




























































































































































